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BAB I  PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3), telah dijelaskan bahwa 
negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak 
berdasarkan atas kekuasaan belaka. Dari keterangan tersebut dapat diartikan 
bahwa negara Indonesia merupakan negara yang demokratis dan menjunjung 
tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan 
adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan hidup 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Kehidupan bermasyarakat antara seorang pria dengan seorang wanita 
harus saling berhubungan dalam ikatan yang sah yaitu perkawinan, karena 
bagaimanapun manusia harus berkembang biak dan melahirkan keturunannya 
melalui hubungan kelamin. Hubungan tersebut tentunya harus sah melalui 
ikatan perkawianan sesuai dengan ketentuan agama dan negara. Hal ini yang 
membedakan hubungan sesama manusia agar tidak seperti hubungan pada 
hewan. 
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, maka telah ada Unifikasi Hukum 
Perkawinan yang berlaku bagi berbagai golongan warga negara di Indonesia, 
meskipun pengaruh Hukum Agama atau Kepercayaan bagi sebagian golongan 
warga negara masih tetap diakui.  
Bagi Bangsa Indonesia, adalah mutlak adanya landasan yuridis  berbentuk 
Undang-Undang Perkawinan Nasional maupun Peraturan Pemerintah yang 
sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum 
perkawinan bagi berbagai golongan dalam masyarakat. Dalam Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan prinsip-prinsip atau asas-
asas mengenai perkawinan. 
Manusia pada hakikatnya harus berkembang biak melalui hubungan 
kelamin dan sesuai dengan tujuan hukum yaitu hubungan itu harus menurut 
aturan tertentu agar tidak serupa dengan hewan. Yang sesuai dengan aturan 
tertentu maksudnya adalah yang sah dan diharapkan jadi tidak merupakan 
sesuatu hal yang dibenci. 
Perkawinan yang diharapkan menurut hukum perkawinan nasional ialah 
ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan 
tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa (Andi Tahrir Hamid, 1996: 9). 
Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti 
majasi (mathaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan 
halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang 
wanita. Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian jadi akad 
nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara 
seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal 
abadi. Suci berarti di sini mempunyai unsur agama atau Ketuhanan Yang Maha 
Esa (Mohd.Idris Ramulyo, 2000: 1). 
Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan 
yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak 
dan kewajiban orang tua. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan, perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang 
pria dan seorang wanita dan tidak mungkin kalau bukan merupakan 
perkawinan ikatan lahir batin itu yang tidak bahagia, atau perkawinan itu tidak 
kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Asas monogami yang dianut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan, maka upaya untuk poligami diperketat, yaitu apabila 
dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang 
bersangkutan, membolehkannya serta telah dipenuhinya beberapa persyaratan 
yang telah ditentukan.  
Seperti dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan menegaskan antara lain seorang suami akan beristri lebih dari 
seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah 
tempat tinggalnya, Pengadilan dimaksud hanya memberikan ijin kepada 
seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang 
Itulah ketentuan pokok yang diatur baik yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Perkawinan yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-
Undang tersebut. Para pembuat aturan tersebut telah menyadari benar 
kenyataan yang hidup di tengah-tengah masyarakat bahwa poligami lebih 
banyak membawa resiko atau madharat daripada manfaatnya. Karena manusia 
pada fitrahnya mempunyai watak cemburu dan iri hati. Watak-watak tersebut 
akan mudah timbul dalam keluarga atau rumah tangga yang poligami. 
Praktek poligami yang terjadi di tengah-tengah masyarakat termasuk di 
Pengadilan Agama Wonogiri disebabkan atau dengan alasan yang beragam. 
Salah satu diantaranya kasus poligami dengan perkara nomor : 515/ Pdt.G/ 
2000/ PA.Wng antara TKJ bin JKR sebagai Pemohon Poligami, STN binti 
JPW sebagai Termohon (Istri Pemohon), PHN binti LHN sebagai Calon Istri 
kedua Pemohon.  
Perkara tersebut yang menjadi latar belakang masalahnnya adalah, di satu 
sisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menganut 
asas monogami yang berarti seorang suami hanya boleh memiliki seorang istri, 
poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan yang sifatnnya mendesak. Di sisi 
lain prinsip Hukum Islam lebih terbuka terhadap poligami, kecuali bila 
dikhawatirkan seorang suami tidak dapat berlaku adil maka ia hanya 
diperbolehkan memiliki seorang istri saja. 
 
Pada kenyataannya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat penyebab 
poligami lebih luas dan beragam, sebagaimana contoh kasus di Pengadilan 
Agama Wonogiri. 
Seorang suami dikabulkan untuk poligami, padahal istri masih dapat 
melaksanakan kewajibannya dengan baik, tidak mendapat cacat atau penyakit 
dan isteri dapat melahirkan keturunan. Menurut asas yang dianut Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan permohonan poligami 
tersebut harus ditolak, sedangkan apabila ditolak dampaknya akan lebih buruk 
lagi yaitu pertama akan melanggenggkan perzinahan (kumpul kebo) antara 
suami dengan calon istrinnya, yang kedua bayi yang akan dilahirkan tidak 
memiliki ayah yang sah secara hukum. 
Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
tentang :“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN IJIN 
POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 
TENTANG PERKAWINAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 
TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA WONOGIRI (STUDI KASUS 
PERKARA NOMOR 515 / Pdt.G / 2000 / PA.Wng)”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas penulis membuat rumusan masalah 
sebagai berikut : 
“Bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama 
Wonogiri dalam mengabulkan permohonan ijin poligami sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Perkawinan?” 
 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan 
penelitian ini adalah : 
1. Tujuan Obyektif 
Untuk mengetahui apakah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim 
Pengadilan Agama Wonogiri dalam mengabulkan permohonan ijin 
poligami telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. 
2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk memperolah data yang lengkap dan akurat beserta informasi yang 
jelas sebagai bahan dalam penyusunan penulisan hukum untuk 
melengkapi persyaratan akademis guna meraih gelar kesarjanaan di 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
b. Untuk menambah pengetahuan penulis mengenai hukum dan 
masyarakat pada khususnya mengenai pertimbangan Majelis Hakim 
Pengadilan Agama Wonogiri dalam mengabulkan permohonan ijin 
poligami menurut  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Perkara Nomor 
515/ Pdt.G/ 2000/ PA.Wng). 
c. Memperdalam pemahaman penulis di bidang ilmu hukum, khususnya 
hukum dan masyarakat pada Pengadilan Agama. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil pemikiran ini mampu menyumbangkan pemikiran bagi 
pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum dan 
masyarakat pada khususnya. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan 
dan pikiran tentang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama 
Wonogiri dalam mengabulkan permohonan ijin poligami menurut  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Perkara Nomor 515/ Pdt.G/ 
2000/ PA.Wng). 
c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian-
penelitian sejenis. 
2. Manfaat Praktis 
a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 
pihak-pihak yang terkait serta dapat memberikan jawaban terhadap 
permasalahan yang akan diteliti. 
b. Memberikan jawaban praktis mengenai pertimbangan Majelis Hakim 
Pengadilan Agama Wonogiri dalam mengabulkan permohonan ijin 
poligami menurut  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. 
c. Untuk meningkatkan penalaran dan pola pikir dinamis guna 
mengembangkan ilmu yang diperoleh selama penulis menjalani studi 
di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
E. Metode Penelitian 
Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara 
seorang ilmuan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-
lingkungan yang dihadapinya dan bertujuan untuk menambah kemampuan para 
ilmuan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau 
lengkap. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan 
analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan 
konsisten. Metodologi Penelitian Hukum pada pokoknya mencakup uraian 
mengenai : 
1) Jenis Penelitian 
Termasuk dalam penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang 
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri 
dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 
Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian 
dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan 
masalah yang diteliti (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001: 13-14). 
2) Sifat Penelitian  
Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bersifat preskriptif. Sebagai 
penelitian yang bersifat preskriptif, maka penelitian ini mempelajari tujuan 
hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum 
dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 22). 
3) Jenis Data 
Pengertian secara umum, yaitu semua informasi mengenai variabel atau 
obyek yang diteliti. Lazimnya dalam penelitian dibedakan antara data yang 
diperoleh langsung dari masyarakat dan dari buku pustaka. Data yang 
diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer atau primary data 
dan data yang diperoleh dari buku pustaka disebut data sekunder atau 
secondary data (Soerjono Soekanto, 1986: 11). Data-data yang diperoleh 
dari penelitian ini adalah data dasar yang berupa data sekunder. Data 
sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas meliputi data atau 
informasi, penelaahan dokumen, hasil penelitian sebelumnya, dan bahan 
kepustakaan seperti, buku-buku literatur, koran, majalah, dan arsip yang 
berkaitan dengan masalah yang dibahas. 
 
 
 
4) Sumber Data 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau bahan pustaka yang 
mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun yang penulis 
gunakan adalah: 
1) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia; 
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 
3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 
4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman; 
5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 
6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Perkawinan; 
7) Putusan Pengadilan No. 515/Pdt.G/2000/PA.Wng; 
8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan huum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan hukum 
primer, seperti jurnal, literatur, buku, koran, laporan penelitian dan lain 
sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 
c. Bahan Hukum Tertier 
Bahan hukum tertier adalah baham yang memberikan petunjuk maupun 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 
diantaranya bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian 
ini. 
5) Teknik Pengumpulan Data 
Penelitian ini, teknik pengumpulan datanya adalah dengan 
dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan 
bahan-bahan yang berupa putusan, buku-buku dan bahan pustaka lainnya 
yang ad hubungannya dengan masalah yang diteliti. 
Metode pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan 
landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi 
obyek penelitian seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
berkaitan dengan hal-hal yang diteliti. 
6) Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu 
penelitian. Karena dalam penelitian ini data yang diperoleh akan diproses 
dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapat suatu kesimpulan yang 
nantinya akan menjadi hasil akhir dari penelitian.  
Dalam sebuah penelitian hukum normative, pengelolaan data pada 
hakekatnya adalah kegiatan untuk mengadakan sistematika terhadap bahan 
hukum tertulis. Sistematika berarti untuk memudahkan pekerjaan analisis 
dan konstruksi (Soerjono Soekanto, 1986: 251). 
Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan 
hukum ini adalah analisis data kualitatif, yaitu suatu bentuk analisis data 
yang mengungkapkan gejala yang ada dan realita dari suatu peristiwa yang 
terjadi dan dinyatakan dalam bentuk tulisan-tulisan atau pernyataan lisan. 
F. Sistematika Skripsi 
Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai 
sistematika penulisan karya ilmiah ini, maka penulis menyiapakan suatu 
sistematika penulisan skripsi sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, 
jadwal penelitian dan sistematika penelitian. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini penulis menguraikan tentang teori-teori yang 
melandasi penelitian hukum. Pada bab ini dibahas mengenai 
Pertama tinjauan umum tentang kekuasaan kehakiman. Kedua 
tinjauan umum tentang perkawinan yang meliputi pengertian 
perkawinan, tujuan perkawinan, asas-asas perkawinan, dan syarat-
syarat perkawinan. Ketiga tentang pelaksanaan perkawinan yang 
meliputi pencatatan perkawinan, tata cara perkawinan, pelaksanaan 
perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan, pengaturan tentang pencatatan perkawinan. 
Keempat tinjauan tentang poligami dalam perkawinan yang 
meliputi pengertian poligami, poligami dalam Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat-syarat melakukan 
poligami, tata cara pelaksanaan poligami. Kelima tinjauan tentang 
pengadilan agama. 
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan 
pembahasan yaitu tentang apakah yang menjadi pertimbangan 
Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonogiri dalam mengabulkan 
permohonan izin poligami sebagaimana perkara di atas telah sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. 
 
BAB IV : PENUTUP 
Bab ini akan berisi mengenai simpulan dan saran terkait dengan 
pembahasan permasalahan yang diteliti.  
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kerangka Teori 
 1. Tinjauan Umum tentang Hakim dan Kekuasaan Kehakiman 
Diantara aparat penegak hukum yang paling dominan dalam 
melaksanakan penegakan hukum ialah hakim. Hakimlah yang pada 
akhirnya menentukan putusan terhadap suatu perkara disandarkan pada 
intelektual, moral dan integritas hakim terhadap nilai-nilai keadilan. 
a) Pengertian Hakim 
Pengertian hakim terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP 
yang menyebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara 
yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Selain 
di dalam KUHAP, pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 31 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa hakim adalah 
pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam 
undang-undang. 
b) Pengertian Kekuasaan Kehakiman 
Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, 
seperti yang dinyatakan delam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu 
bahwa “ Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, 
artinya terlepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan 
pemerintah. Berhubungan dengan itu, harus diadakan jaminan dalam 
Undang-Undang tentang kedudukan para hakim”. Hal ini berarti 
bahwa kedudukan para hakim harus dijamin oleh Undang-Undang. 
Dalam pemeriksaan di pengadilan, hakim yang memimpin 
jalannya persidangan harus aktif bertanya dan memberi kesempatan 
kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukumnya 
untuk bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa 
yang diwakili oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada 
saksi-saksi, begitu pula kepada peneuntut umum. Dengan demikian 
diharapkan kebenaran materiil akan terungkap, dan hakimlah yang 
bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya. 
Masalah kebebasan hakim perlu dihubungkan dengan 
masalah bagaimana hakim dapat menemukan hukum berdasarkan 
keyakinannya dalam menangani suatu perkara. Kebebasan hakim 
dalam menemukan hukum tidaklah berarti ia menciptakan hukum. 
Tetapi untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada 
yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal yang biasa disebut 
dengan doktrin. 
Hakim tidak memihak barati juga bahwa hakim itu tidak 
menjalankan perintah dari pemerintah. Bahkan jika harus demikian, 
menurut hukum hakim dapat memutuskan menghukum pemerintah, 
misalnya tentang keharusan ganti kerugian yang tercantum dalam 
KUHAP (Andi Hamzah, 2005: 99-101). 
c) Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Hakim 
Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, tugas hakim 
adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila 
melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga 
keputusan yang diambilnya mencerminkan rasa keadilan bangsa dan 
masyarakat Indonesia. 
Untuk menegakkan hukum dan keadilan, seorang hakim 
mempunyai kewajiban-kewajiban atau tanggung jawab hukum. 
Kewajiban hakim sebagai salah satu organ lembaga peradilan 
tertuang dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 
tentang Kekuasaan Kehakiman. 
Hakim dalam menjalankan tugasnya memiliki tanggung 
jawab profesi. Tanggung jawab tersebut dapat dibedakan menjadi 
tiga jenis, yaitu: 
1) Tanggung jawab moral 
Adalah tanggung jawab sesuai dengsn nilai-nilai dan 
norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kehidupan profesi 
yang bersangkutan (hakim), baik bersifat pribadi maupun bersifat 
kelembagaan bagi suatu lembaga yang merupakan wadah para 
hakim yang bersangkutan. 
2) Tanggung jawab hukum 
Adalah tanggung jawab yang menjadi beban hakim untuk 
dapat melaksanakan tugasnya dengan melanggar rambu-rambu 
hukum. 
3) Tanggung jawab teknis profesi 
Adalah merupakan tuntutan bagi hakim untuk 
melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan kriteria 
teknis yang berlaku dalam bidang profesi yang bersangkutan, baik 
bersifat umum maupun ketentuan khusus dalam lembaganya 
(Rizky Argama, 2006: 11). 
2. Tinjauan tentang Perkawinan 
a) Pengertian Perkawinan 
       Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
mulai berlaku pada saat diundangkan tanggal 2 Januari 1974 dan 
pelaksanaannya secara efektif dimulai sejak tanggal 1 Oktober 
1975. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara 
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan 
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Soemiyati, 1986: 
9). 
       Antara seorang pria dan seorang wanita, artinya dalam satu 
ikatan batin itu hanya terjadi antara seorang pria dan seorang 
wanita saja. Seorang pria artinnya seorang yang berjenis kelamin 
pria, sedangkan seorang wanita artinya seorang yang berjenis 
kelamin wanita. Suami istri adalah fungsi masing-masing pihak 
sebagai akibat dari adannya ikatan lahir dan batin. Tidak ada ikatan 
lahir batin berarti tidak ada pula fungsi sebagai suami isteri 
(Abdulkadir Muhammad, 2000: 74). 
       Perkawinan ialah akad antara calon laki-laki dan istri untuk 
memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari’at 
(Mahmud Yunus, 1979: 1). 
       Pengertian perkawinan yang terkandung dalam penjelasan 
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
artinnya Perkawinan itu mempunyai hubungan yang sangat erat 
dengan agama atau kerokhanian berdasarkan sila pertama Pancasila 
yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga perkawinan bukan saja 
mempunyai peranan penting dan tujuan perkawinan itu sendiri 
adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk 
memperoleh keturunan yang sah. 
b) Tujuan Perkawinan 
       Tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 
membentuk keluarga bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu 
saling membantu dan melengkapi dalam urusan mendidik dan 
memelihara anak-anaknya. Pemeliharaan dan pendidikan 
merupakan salah satu hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan 
oleh orang tua. 
       Undang-undang perkawianan menganut prinsip bahwa calon 
suami istri harus telah masak jiwa ragannya supaya dapat 
melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan 
perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian.  
c) Asas-asas Perkawinan 
       Sesuai dengan landasan falsafah Negara Indonesia (Pancasila) 
dan Undang-Undamg Dasar 1945, maka Undang-Undang ini disatu 
pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip dalam Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan di lain pihak harus dapat 
pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat 
dewasa ini. Undang-undang ini telah menampung unsur-unsur dan 
ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari 
yang bersangkutan. 
       Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan 
prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu 
yang berhubungan dengan perkawinan yang disesuaikan dengan 
tuntutan perkembangan zaman.(Moch. Idris Ramulyo, 2002: 56). 
       Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah: 
1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia 
kekal untuk itu suami istri perlu saling bantu membantu dan 
melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan 
kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual 
dan material. 
2) Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan 
adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing 
agama dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap 
perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawianan adalah 
sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting 
dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang 
dinyatakan dalam sutar-surat keterangan, suatu akte resmi yang 
juga dimuat dalam daftar pencatatan. 
3) Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila 
dikehendaki yang bersangkutan karena hukum agama dan yang 
bersangkutan mengijinkan seorang suami dapat beristri lebih 
dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami 
dengan lebih dari seorang istri meskipun hal itu dikehendaki 
oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan 
apabila dipenuhi persyaratan tertentu dan diputuskan oleh 
pengadilan. 
4) Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami harus 
telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan 
perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara 
baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan 
yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adannya 
perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. 
Karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah 
kependudukan, maka untuk mengerem laju kelahiran yang lebih 
tinggi, harus dicegah perkawinan antara calon suami istri yang 
masih dibawah umur, sebab batas umur yang lebih rendah bagi 
seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang 
lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih 
tinggi. Berhubung dengan itu maka undang-undang ini 
menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi 
wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. 
5) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga 
yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini 
menganut prinsip untuk mempersukar terjadinnya perceraian. 
Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan 
tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. 
6) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan 
kedudukan suami baik dalam kehidupan berumah tangga 
maupun dalam pergaualan hidup masyarakat sehingga dengan 
demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan 
diputuskan bersama oleh suami-istri ( Lili Rasyidi, 1982: 105-
106). 
       Prinsip-prinsip perkawinan yang tercantum dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi 
hukum Islam ini tidak ada perbedaan secara prinsipil dan dapat 
dikatakan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang 
telah ada. 
d) Syarat-syarat Perkawinan 
       Syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Bab II Pasal 6 antara 
lain: 
1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon 
mempelai; 
2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum 
mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat 
ijin dari kedua orang tua; 
3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah 
meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu 
menyatakan kehendaknya, maka ijin yang dimaksud ayat 
(2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih 
hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan 
kehendaknya; 
4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau 
dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan 
kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang 
memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah 
dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih 
hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya; 
5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang 
disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini atau salah 
seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan 
pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat 
tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas 
permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah 
terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 
(2), (3) dan (4) Pasal ini; 
6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini 
berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak 
menentukan lain. 
 
       Kemudian dalam Pasal 8  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan disebutkan perkawinan dilarang antara 
dua orang yang:  
1) berhubungan darah dalan garis keturunan lurus ke bawah atau ke 
atas;  
2) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu 
antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua 
dan antara seorang dengan saudara neneknya;  
3) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan 
ibu/bapak tiri;  
4) berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman 
susuan;  
5) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau 
kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih 
dari seorang;  
6) yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan 
lain yang berlaku dilarang kawin.  
 
       Larangan tersebut juga terdapat dalam Pasal 9 Undang-undang 
No.1 Tahun 1974 yaitu “Seorang yang masih terikat tali 
perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dlam 
hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang 
ini”. 
       Mengenai umur calon mempelai dalam Pasal 7 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) tentang Perkawinan 
menyatakan bahwa: “ Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria 
sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita 
sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.  
3. Pelaksanaan Perkawinan 
a) Pelaksanaan Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan 
1). Pelaksanaan perkawinan bagi orang Islam 
       Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan maka 
perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum 
agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Dari rumusan 
Pasal 2 ayat (1) disimpulkan bahwa sah tidaknnya suatu 
perkawinan adalah ditentukan oleh ketentuan agama dan 
kepercayaan mereka yang akan melaksanakan perkawinan. Ini 
berarti bahwa suatu perkawinan yang di laksanakan bertentangan 
dengan ketentuan hukum agama, dengan sendirinya perkawinan ini 
dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai 
ikatan perkawinan. 
       Dengan adannya ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut 
maka bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam apabila 
hendak melaksanakan perkawinan supaya sah harus memenuhi 
ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur dalam 
Hukum Perkawinan Islam. Demikian juga bagi mereka yang 
beragama Nasrani, Hindu, Budha, hukum agamalah yang menjadi 
dasar pelaksanaan yang menentukan sahnya perkawinan 
(Soemiyati, 2004: 63). 
       Pelaksanaan perkawinan bagi mereka yang berbeda agama 
tidak diatur ketentuannya baik dalam undang-undang perkawinan 
maupun dalam peraturan pelaksanaanya.  
       Oleh karena itu jika terjadi perkawinan antara dua pihak yang 
berlainan agama dan kepercayaan mau tidak mau mereka harus 
menentukan pilihan salah satu agama dari kelainan agama yang 
mereka peluk (M. Yahya Harahap, 1975: 14). 
       Tata cara pelaksanaan perkawian diatur dalam peraturan 
perundang-undangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 
9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan 
dalam Pasal 10 sampai Pasal 12. Khusus bagi mereka yang 
beragama Islam sesuai dengan penjelasan Pasal 12 Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Perkawinan. 
2). Pelaksanaan perkawinan untuk orang-orang non-Islam 
       Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan). Di Indonesia hanya dikenal 2 
cara pencatat perkawinan yaitu yang dilakukan oleh pegawai 
pencatat sipil atau Burgerlijke Stand dulu melaksanakan dan 
mencatat perkawinan bagi semua orang-orang non-Islam, 
pelaksanaannya adalah sama dengan peraturan yang ada dalam 
perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata. Sahnya perkawinan yang dilakukan menurut agama 
masing-masing, untuk orang-orang beragama Kristen dilaksanakan 
dengan upacara agama Kristen di gerejannya. 
 
 
b) Tata Cara Perkawinan 
       Tata cara perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang 
diatur dalam: 
Pasal 10 
1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak 
pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti 
yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini. 
2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaannya itu. 
3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-
masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan 
dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua 
orang saksi. 
 
Pasal 11 
1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua 
mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan 
oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. 
2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, 
selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai 
Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang 
melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani 
pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. 
3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah 
tercatat secara resmi. 
 
c) Pencatatan Perkawinan 
       Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang dimaksud 
dengan Pegawai pencatat adalah pegawai pencatat perkawinan dan 
perceraian. Jadi artinya Pegawai Pencatat Perkawinan adalah orang 
yang melaksanakan kegiatan pencatatan yang berhubungan dengan 
pelaksanaan perkawinan dan perceraian dari mereka yang beragama 
Islam. 
       Menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Pencatatan 
perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut 
agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh 
Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana 
dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan 
perkawinan. 
       Mengenai tujuan pencatatan ini dalam Undang-undang 
perkawinan tidak dilanjutkan lebih lanjut, hanya dalam penjelasan 
umum dikatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama 
halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam 
kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan 
dalam surat keterangan, suatu akta resmi dalam daftar pencatatan. 
       Menurut Soemiyati pencatatan perkawinan tidak menentukan sah 
atau tidaknya suatu perkawinan, tetapi hanya menyatakan bahwa 
peristiwa perkawinan benar-benar terjadi, jadi semata-mata bersifat 
administratif. Pencatatan perkawinan  ini penting dilakukan, 
mengingat apabila perkawinan tidak dicatat (perkawinan di bawah 
tangan) maka perkawinan itu tidak memiliki akibat hukum dan secara 
hukum tidak diakui oleh negara. 
       Akibatnya akan merugikan pihak istri dan anak-anak yang lahir 
dalam perkawinan tersebut. Anak-anak hanya memiliki hubungan 
perdata dengan ibu dan keluarga ibunya (sesuai Pasal 42 dan 43 
Undang-Undang Perkawinan), serta mereka tidak memperoleh biaya 
kehidupan, biaya pendidikan, dan mewaris dari ayahnya. Bagi pihak 
istri apabila terjadi perpisahan, ia tidak memperoleh harta bersama dan 
nafkah. Sedangkan apabila suami meninggal, istri tidak berhak 
memperoleh warisan (http:/pasarinfo.com/. diakses tanggal 7 Oktober 
2009 pukul 16.00 WIB) 
d) Pengaturan tentang Pencatatan Perkawinan 
    1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
       Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku 
(Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 
1974). Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama 
Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). 
Sedang bagi yang beragama Katholik, Kristen, Hindu, Budha 
pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS). 
  2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Perkawinan 
       Mengenai pelaksanaan pencatatan perkawinan ini diatur lebih 
lanjut dalam Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yaitu dalam 
Pasal 2 sampai Pasal 9. Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Perkawinan beserta penjelasannya diperoleh ketentuan sebagai 
berikut: 
(a) Instansi yang melaksanakan perkawinan adalah: 
(1) Bagi mereka yang beragama Islam pencatatan dilakukan 
oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk. 
(2) Bagi mereka yang tidak beragama Islam, pencatatannya 
dilakukan oleh pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor 
Catatan Sipil atau Instansi pejabat yang membantunnya. 
(b) Tatacara pencatatan perkawinan harus dilakukan berdasarkan: 
(1) Katentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 sampai 
dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. 
(2) Ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam berbagai 
peraturan, yang merupakan pelengkap bagi peraturan 
pemerintah ini yaitu : 
a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang 
pencatatan nikah, talak, rujuk, dan beberapa Peraturan 
Menteri Agama yang berhubungan dengan hal tersebut. 
b. Reglement Catatan Sipil bagi orang Indonesia yang 
beragama Kristen Jawa, Madura dan Minahasa dan 
sebagainya (Stb. 1917 No. 607 dengan segala 
perubahannya). 
c. Reglement Catatan Sipil bagi golongan Cina (Stb. 1917 
No. 130 jo 1919 No. 81 dengan segala perubahannya). 
d. Reglement Catatan Sipil bagi golongan Eropa yang 
disamakan (Stb. 1849 No. 25). 
e. Daftar Catatan Sipil untuk Perkawinan Campuran (Stb. 
1904 No. 279). 
       Oleh karena dalam kenyataannya pencatatan perkawinan lebih 
banyak mendatangkan kebaikan daripada kerusakan dalam hidup 
masyarakat, maka melaksanakan pencatatan perkawinan adalah 
merupakan suatu keharusan bagi mereka yang beragama Islam 
(Soemiyati, 2004: 67). 
4. Tinjauan tentang Poligami dalam Perkawinan 
a)  Pengertian Poligami 
       Kata poligami berasal dari Bahasa Yunani yang terdiri dari dua 
pokok kata, yaitu poli dan gamein. Poli berarti banyak, gamein 
berarti kawin. Jadi poligami berarti perkawinan yang banyak, dalam 
Bahasa Indonesia disebut “permaduan”. Dalam teori Ilmu 
Pengetahuan Hukum, lazimnya poligami dirumuskan sebagai suatu 
sistem perkawinan antara seorang pria dengan lebih dari seorang 
wanita. 
       Dalam perkembangan jaman modern ini menurut Abdul Nasir 
Taufiq Al-Atthar terdapat dua golongan sehubungan dengan masalah 
poligami, yaitu: 
1) Golongan anti poligami 
       Adalah golongan yang pada pokonya tidak setuju dengan 
adanya lembaga poligami yang dianggapnya sebagai sistem 
masyarakat yang primitif. Mereka berpendapat bahwa 
memperbolehkan poligami adalah suatu tindakan yang berani 
meletakkan suatu hambatan terhadap wanita dalam menuju 
kemajuan masyarakat. Poligami adalah suatu perkawinan yang 
menitikberatkan kesejahteraan laki-laki dengan mengorbankan 
kedudukan dan kemuliaan wanita. Membebaskan wanita dari 
sistem poligami itu berarti suatu langkah untuk memajukan 
wanita, karena poligami sudah tidak sesuai dengan jaman 
modern, dimana wanita sudah memperoleh hak-haknya dengan 
sempurna tanpa adanya suatu kekurangan. 
2) Golongan pendukung poligami 
Mereka berpendapat bahwa poligami adalah salah satu 
usaha untuk membimbing wanita, untuk merubah suasana 
kehidupan yang diliputi suasana kegelisahan, kehinaan, dan 
keterlantaran menuju kehidupan berkeluarga yang mulia. 
Walaupun poligami berarti adanya tambahan bagi istri yang 
pertama, namun poligami tidak menyebabkan adanya halangan 
bagi istri yang pertama atau istri yang baru untuk menjadi ratu 
rumah tangganya.    
 
b) Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan 
       Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
menganut asas monogami. Namun dalam keadaan tertentu apabila 
agamanya mengijinkan, maka seorang pria dimungkinkan untuk 
beristri lebih dari seorang. Hal tersebut secara tegas dijelaskan dalm 
Penjelasan Umum Undang-undang Perkawinan tersebut, bahwa 
Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila 
dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agamanya 
mengijinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang. 
Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari 
seorang istri, meskipun dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan, 
harus atau hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai syarat 
tertentu dan diputus oleh pengadilan”. Tetapi asas monogami dalam 
Undang-undang ini tidak bersifat mutlak, yaitu hanya bersifat 
pengarahan pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan 
mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan 
bukan sama sekali menghapus poligami. 
       Kenyataan kemudian monogami menjadi salah satu asas yang 
boleh disimpangi sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-
Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 
berbunyi pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang 
isteri,  seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami, 
pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri 
lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang 
bersangkutan.  
c)  Syarat-syarat Melakukan Poligami 
       Poligami dapat dilakukan apabila telah melakukan persyaratan-
persyaratan tertentu yang telah ditentukan dalam Undang-undang 
Perkawinan. Ketentuan tersebut ada dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-
Undang Perkawinan beserta penjelaasannya sebagai berikut harus 
ada ijin dari pengadilan, bila dikehendaki oleh yang bersangkutan, 
hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, artinya 
tidak ada larangan dalam hal ini. 
Dalam hal seorang suami yang akan berpoligami harus mendapat 
ijin dari pengadilan, khusus bagi yang beragama Islam ijin itu harus 
diajukan ke Pengadilan Agama. Untuk mendapatkan ijin dari 
Pengadilan harus dipenuhi syarat tertentu dan disertai alasan-alasan 
yang dapat dibenarkan yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 
Undang-Undang Perkawinan, yaitu sebagai berikut: 
1) Harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah 
tempat tinggalnya (Pasal 4 ayat (1)). 
2) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan harus 
dipenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu: 
a. Adanya persetujuan istri-istri yang terdahulu, baik secara 
lisan maupun tertulis. 
b. Adnya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan 
hidup istri-istri dan anak-anak mereka. 
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap 
istri-istri dan anak-anak mereka. 
3) Pengadilan hanya akan memberi ijin apabila permohonan itu 
didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan, seperti 
ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2), sebagai berikut: 
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan; 
c. Apabila istri tidak memperoleh keturunan. 
 
       Syarat-syarat poligami menurut Pasal 5 Undang-Undang 
Perkawinan dijelaskan: 
1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang 
ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
1. Adanya persetujuan dari istri-istri; 
2. Adanya kepastian bahwa suami mapu menjamin keperluan-
keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; 
3. Adanya jaminan bahwa suami akan selalu berlaku adil 
terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. 
2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini 
apabila istrinya menghilang tidak ada kabar selama sekurang-
kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang 
perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. 
 
Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya Undang-undang 
Perkawinan ini adalah terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia rukun dan kekal untuk selama-lamanya. Dalam undang-
undang ini ditekankan bahwa pelaksanaan poligami itu ialah suatu 
pengecualian yang hanya diperbolehkan bagi seorang pria yang 
betul-betul memenuhi persyaratan yang harus dipenuhinya, jadi 
tidak setiap pria boleh poligami. 
d) Tata Cara Pelaksanaan Poligami 
       Permohonan ijin poligami diatur dalam Pasal 3, 4 dan 5 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 
dalam Pasal 40-44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. 
       Tata cara permohonan ijin poligami diatur sebagai berikut: 
1) Permohonan ijin untuk beristri lebih dari seorang diajukan 
kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya (Pasal 4 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). 
2) Surat permohonan ijin beristri lebih dari serang harus memuat: 
(a) Nama, umur dan tempat kediaman Pemohon yaitu suami, 
dan Termohon yaitu istri/istri-istri. 
(b) Alasan-alasan untuk beristri lebih dari seorang. 
(c) Petitum. 
3) Permohonan ijin poligami adalah perkara contentius, karena 
harus ada persetujuan istri. Karena itu, perkara ini diproses di 
Kepaniteraan Gugatan dan didaftar dalam Register Induk 
Perkara Gugatan. 
4) Pengadilan agama harus memanggil dan mendengar pihak istri 
ke persidangan. 
5) Panggilan dilakukan secara resmi dan patut yaitu: 
(a) Dilakukan oleh juru sita atau juru sita pengganti yang sah, 
yaitu telah diangkat dengan SK dan telah disumpah untuk 
jabatan itu. Juru sita/juru sita pengganti berwenang 
melakukan tugasnya hanya di dalam wilayah hukum 
Pengadilan Agama yang bersangkutan. 
(b) Disampaikan langsung pada pribadi yang bersangkutan di 
tepat tinggalnya. Apabila tidak dijumpai di tempat 
tinggalnya maka panggilan disampaikan lewat Kepala 
Desa/Lurah setempat. Apabila yang dipanggil tidak 
diketahui tempat tinggalnya atau tidak dikenal maka 
panggilan disampaikan lewat Bupati setempat yang akan 
mengumumkannya pada pengumuman persidangan 
tersebut. Apabila yang dipanggil itu berada di luar negeri 
maka panggilan disampaikan lewat perwakilan RI setempat 
melalui Departemen Luar Negeri RI di Jakarta. Panggilan 
terhadap termohon dilampiri surat permohonan. 
(c) Jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan harus 
memenuhi tenggang waktu yang patut, yaitu sekurang-
kurangnya tiga hari kerja (tidak termasuk hari libur). 
6) Pemeriksaan ijin poligami dilakukan oleh Majelis Hakim 
selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat 
permohonan beserta lampiran-lampirannya (Pasal 42 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Perkawinan). 
7) Pada dasarnya, pemeriksaan dilakukan dalam sidang yang 
terbuka untuk umum, kecuali apabila karena alasan-alasan 
tertentu menurut pertimbangan hakim yang dicatat dalam Berita 
Acara Persidangan, pemeriksaan dapat dilakukan dalam sidang 
tertutup (Pasal 17 ayat (1) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 
1974). 
8) Pada sidang pertama pemeriksaan perkara poligami, hakim 
berusaha mendamaikan (Pasal 130 ayat (1) HIR). 
9) Jika tercapai perdamaian, perkara dicabut kembali oleh 
Pemohon. 
10) Pengadilan Agama kemudian memeriksa mengenai: 
a. Ada tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami 
kawin lagi, sebagai syarat alternatif yaitu: 
1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. 
2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan. 
3) Apabila istri tidak memperoleh keturunan. 
b. Ada tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan 
atau tulisan yang harus dinyatakan di depan sidang. 
c. Ada tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan 
hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperlihatkan: 
1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang 
ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau 
2) Surat keterangan pajak penghasilan; atau 
3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh 
pengadilan. 
d. Ada tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil 
terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan 
atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang 
ditetapkan untuk itu. 
11) Sekalipun sudah ada persetujuan tertulis dari istri, persetujuan 
ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan di depan sidang, 
kecuali dalam hal istri telah dipanggil dengan patut dan resmi 
tetapi tidak hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang 
lain sebagai wakilnya. 
12) Persetujuan dari istri tidak diperlukan lagi dalam hal: 
a. Istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai 
persetujuannya dan tidak mungkin menjadi pihak dalam 
perjanjian; atau 
b. Tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 
(dua) tahun; atau 
c. Karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian 
dari Hakim Pengadilan Agama. 
13) Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan 
bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka 
Pengadilan Agama memberikan keputusan yang berupa ijin 
untuk beristri lebih dari seorang. 
14) Terhadap putusan ini baik istri maupun suami dapat 
mengajukan banding atau kasasi. 
15) Biaya dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon (Pasal 
89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama). 
16) Pegawai Pencatat Nikah dilarang untuk melakukan pencatatan 
perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari 
seorang sebelum ada ijin dari Pengadilan Agama yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 45 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Pegawai Pencatat 
yang melaksanakan pencatatan perkawinan seorang suami 
yang beristri lebih dari seorang tanpa adanya ijin dari 
Pengadilan (melanggar hukum sesuai dengan Pasal 44 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan) diancam dengan 
hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda 
setinggi-tingginya Rp 7.500,00, begitu juga hukuman yang 
sama dengan suami yang melakukan poligami tanpa ijin dari 
Pengadilan. 
5. Tinjauan tentang Pengadilan Agama 
Pengadilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan 
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai 
perkara perdata tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Kekuasaan 
kehakiman merupakan suatu kekuasaan yang dimanapun dijamin. 
Badan-badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman antara lain 
terdiri dari: 
a) Peradilan Umum 
b) Peradilan Agama 
c) Peradilan Militer 
d) Peradilan Tata Usaha Negara 
e) Mahkamah Syariah. 
Dari jenis-jenis peradilan di atas hanya satu yang merupakan 
peradilan umum sedangkan empat diantaranya merupakan peradilan 
khusus, salah satunya adalah Peradilan Agama. Peradilan Agama 
termasuk peradilan khusus sebagaimana halnya dengan peradilan 
militer yang memang merupakan Peradilan bagi golongan militer yang 
memang merupakan Peradilan bagi golongan militer mengenai perkara 
pidana dan disiplin militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang 
berwenang termasuk bidang usaha Negara, yang salah satu pihaknya 
adalah penguasa/pemerintah (Warek Saleh, 1977: 46). 
Peradilan agama adalah suatu instansi yang bertugas untuk 
menegakkan hukum dan  keadilan karena adanya persengketaan-
persengketaan diantara orang-orang yang beragama Islam yang 
diajukan kepadanya (Taufiq Hamami, 2003: 37). 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama dan 
Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak di Mahkamah Agung 
sebagai Pengadilan Agama Tertinggi. Oleh karena itu Pengadilan 
Agama merupakan peraadilan yang berada dibawah lingkungan 
Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk 
menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan. 
Lingkungan Pengadilan Agama terdiri atas Pengadilan Agama 
sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama 
sebagai pengadilan tingkat banding. Pengadilan Tinggi Agama 
merupakan pengadilan tingkat banding terhadap perkara-perkara yang 
diputus oleh pengadilan agama dan merupakan pengadilan tingkat 
pertama dan terakhir mengenai sengketa mengadili antara pengadilan 
agama di daerah hukumnya. 
Pengadilan Agama dapat dibagi menjadi beberapa klasifikasi 
antara lain sebagai berikut: 
a) Pengadilan Agama kelas IA 
b) Pengadilan Agama kelas IB 
c) Pengadilan Agama kelas IIA 
d) Pengadilan Agama kelas IIB 
Pembagian Pengadilan Agama dalam kelas-kelas di atas 
dilakukan berdasarkan jumlah perkara yang masuk, besar kecilnya 
perkara-perkara yang masuk dan mudah atau sulitnya tingkat 
penyelesaian terhadap perkara-perkara tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
B . Kerangka Pemikiran 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. 
Perkawinan 
Ketentuan dalam UU 
No. 1 Tahun 1974 
terdapat dalam pasal 3, 
pasal 4, dan pasal 5  
Kesesuaian antara pertimbangan hakim 
dalam mengeluarkan keputusan memberi 
ijin poligami dengan UU No. 1 Tahun 
1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 
Ketentuan dalam PP 
No. 9 Tahun 1975 
terdapat dalam pasal 
40 s/d pasal 44 
Syarat-syarat permohonan 
poligami 
 
Monogami Poligami 
Alasan-alasan mengajukan 
permohonan poligami 
 
Keterangan 
Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mengenal dua jenis perkawinan 
yaitu monogami dan apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam 
Undang-Undang Perkawinan maka diperbolehkan adanya poligami. Poligami 
diperbolehkan apabila agama dan kepercayaan seorang suami 
meperbolehkannya. Di Indonesia peraturan perundang-undangan yang 
mengatur tentang perkawinan dan tentu saja mencakup tentang ijin poligami 
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan peraturan tentang poligami diatur dalam Pasal 3, 4 dan 5. 
Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 40 hingga 
Pasal 44. Undang-Undang perkawinan pada dasarnya menganut asas 
monogami, tetapi hal tersebut tidak bersifat mutlak. Sifatnya hanya bersifat 
pengarahan pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan 
mempersempit dan mempersulit penggunaan lembaga poligami sehingga 
tidak sama sekali menghapus poligami.  
Seorang yang akan berpoligami harus mengajukan permohonan ijin ke 
Pengadilan Agama setempat, selain itu harus mendapat persetujuan dari istri 
atau istri-istrinya yang terdahulu dalam bentuk lisan maupun tertulis di muka 
sidang pengadilan oleh istri itu sendiri untuk menghindari kecurangan yang 
dilakukan oleh suami. Pemberian ijin poligami dalam Undang-Undang dan 
Peraturan Pemerintah tersebut tentu harus memenuhi syarat-syarat dan 
alasan-alasan yang tepat agar seorang suami dapat  berpoligami. Alasan-
alasan yang tepat seorang suami mengajukan permohonan ijin polgami ke 
Pengadilan Agama adalah: 
1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri 
2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan 
3) Istri tidak dapat melanjutkan keturunan 
Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan 
poligami adalah: 
1) adanya persetujuan dari istri/istri-istri; 
2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-
keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; 
3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan 
anak-anak mereka. 
 Hal diatas memberikan penjelasan syarat-syarat serta pelaksanaan 
Permohonan ijin poligami yang sesuai dengan peraturan perundangan yang 
berlaku. Oleh karena itu, pada pembahasan selanjutnya akan dibahas 
mengenai apakah yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama 
Wonogiri dalam memberikan ijin poligami pada kasus dimana seorang suami 
tidak memenuhi alasan-alasan di atas untuk dapat melakukan poligami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Ketentuan tentang poligami diatur oleh dua peraturan yaitu dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan di dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Perkawinan.  
Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan diatur dalam pasal-pasal berikut: 
a) Pasal 3 
1). Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh 
mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai 
seorang suami. 
2). Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri 
lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang 
bersangkutan. 
b) Pasal 4 
1). Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana 
tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib 
mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat 
tinggalnya. 
2). Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin 
kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: 
(a)   istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; 
(b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan; 
(c)   istri tidak dapat melahirkan keturunan. 
c) Pasal 5 
1). Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi 
syarat-syarat sebagai berikut: 
(a)    adanya persetujuan dari istri/istri-istri; 
(b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-
keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; 
(c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri 
dan anak-anak mereka. 
2). Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak 
diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin 
dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam 
perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-
kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu 
mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. 
 
Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Pasal-Pasal berikut: 
a) Pasal 40 
Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang 
maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. 
b) Pasal 41 
Pengadilan kemudian memeriksa mengenai: 
(1). Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin 
lagi, ialah: 
(a) bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 
(b) bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan; 
(c) bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 
(2). ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun 
tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, 
persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan. 
(3). ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan 
hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan: 
(a) surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani  
oleh bendahara tempat bekerja; atau 
(b) surat keterangan pajak penghasilan; atau 
(c) surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan. 
(4). ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap 
istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami 
yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu. 
c) Pasal 42 
(1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, 
Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. 
(2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan 
beserta lampiran-lampirannya. 
d) Pasal 43 
Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk 
beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang 
berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang. 
e) Pasal 44 
Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang 
suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin 
Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43. 
 
Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan, tidak banyak kesulitan yang dihadapi oleh seorang suami yang 
akan menikahi lebih dari seorang wanita, setelah memenuhi semua persyaratan 
yang telah ditentukan. 
 Prosedur poligami yang cukup mudah yang secara sepintas cenderung 
hanya membela kepentingan pihak suami, yakni si suami tersebut hanya 
memberitahukan kepada pegawai pencatat nikah dimana pernikahan tersebut 
akan dilangsungkan. 
 Syarat yang harus dipenuhi oleh si suami bisanya cukup mudah dan 
sederhana, yaitu pegawai pencatat nikah akan meminta surat keterangan yang 
menyatakan persetujuan dari isteri pertama, bahwa ia bersedia untuk dimadu. 
Syarat tersebut sifatnya tidak mutlak dan tidak memaksa, artinya ketika bisa 
disimpangi yang tidak ada sanksi hukumnya. 
 Ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Perkawinan diberlakukan, dimana Undang-Undang ini menganut 
prinsip mempersulit terjadinya poligami. Maka prosedur yang harus dipenuhi 
dalam setiap akan dilakukan poligami maka harus dengan izin lembaga formal 
yaitu Pengadilan Agama. 
 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Perkawinan, maka hukum perkawinan di Indonesia menganut asas 
monogami, baik untuk pria terlebih lagi untuk wanita. Hanya apabila 
dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agamanya 
mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun 
demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun 
hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat 
dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh 
pengadilan. 
 Asas yang dianut dalam Undang-Undang tersebut lebih diperketat dalam 
membatasi poligami, tidak hanya didasarkan pada kemauan dan kehendak si 
suami semata, tetapi melalui suatu pemeriksaan dan pertimbangan matang dari 
suatu lembaga resmi yaitu pengadilan. Dasar pertimbangan yang dibuat 
pengadilan dalam memberikan izin poligami atau menolak tentu akan melihat 
sejauh mana syarat-syarat poligami tersebut telah dipenuhi. 
Seorang suami yang beragama Islam yang menghendaki beristri lebih dari 
satu orang wajib mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syar’iyah, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam 
Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 
Agar pemberian izin poligami tidak bertentangan dengan asas monogami 
yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pengadilan 
Agama dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami 
harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut: 
1. Permohonan izin poligami harus bersifat kontentius, yaitu pihak isteri 
didudukan sebagai termohon. 
2. Alasan izin poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 bersifat fakultatif, maksudnya bila salah satu 
persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan Agama dapat 
memberikan izin poligami. 
3. Persyaratan izin poligami yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-
Undang Nomr 1 Tahun 1974 bersifat kumulatif, maksudnya Pengadilan 
Agama hanya dapat member izin poligami apabila semua persyaratan 
tersebut telah terpenuhi. 
4. Harta bersama dalam hal suami beristeri lebih dari satu orang, telah diatur 
dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi pasal tersebut 
mengandung ketidak adilan, karena dalam keadaan tertentu dapat merugikan 
istri yang dinikahi lebih dahulu, oleh karenanyapasal tersebut harus 
dipahami sebagaimana diuraikan dalam keterangan di bawah ini. 
5. Harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan 
istri pertama, merupakan harta benda bersama milik suami dan istri pertama. 
Sedangkan harta yang diperoeh suami selama dalam ikatan perkawinan 
dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan 
dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik 
suami, istri pertama dan istri kedua. Demikian pula halnya sama dengan 
perkawinan dengan istri ketiga dan keempat. 
6. Ketentuan harta bersama tersebut tidak berlaku atas harta yang 
diperuntukkan terhadap istri kedua, ketiga dan keempat (seperti rumah, 
perabotan rumah dan pakaian) sepanjang harta yang diperuntukkan istri 
kedua, ketiga dan keempat tidak melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta bersama 
yang diperoleh dengan istri kedua, ketiga dan keempat. 
7. Bila terjadi pembagian harta bersama bagi suami yang mempunyai istri 
lebih dari satu orang karena kematian atau perceraian, cara perhitungan 
adalah sebagai berikut: untuk istri pertama ½ dari harta bersama dengan 
suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah 1/3 x harta bersama 
yang diperoleh suami bersama dengan istri pertama dan istri kedua, 
ditambah ¼ x harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri 
ketiga, istri kedua dan istri pertama, ditambah 1/5 x harta bersama yang 
diperoleh suami bersama istri keempat, ketiga, kedua dan pertama. 
8. Harta yang diperoleh oleh istri pertama, kedua, ketiga dan keempat 
merupakan harta bersama dengan suaminya, kecuali yang diperoleh 
suami/istri dari hadiah atau warisan. 
9. Pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan 
permohonan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya, atau harta 
bersama dengan istri-istri sebelumnya. Dalam hal suami tidak mengajukan 
permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan 
izin poligami, istri atau istri-istrinya dapat mengajukan rekonvensi 
penetapan harta bersama. 
10. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama 
yang digabung dengan permohonan izin poligami dan istri terdahulu tidak 
mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama dalam perkara 
permohonan izin poligami sebagaimana dimaksudkan di atas, permohonan 
penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima. 
Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor: 515/Pdt.G/2000/PA.Wng 
tentang izin poligami yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sajak 
pengajuan, persidangan, pertimbangan hukum serta putusannya dapat diuraikan 
sebagai berikut. 
 Data yang diperoleh dari hasil penelitian tentang perkara tersebut di atas 
diketahui bahwa permohonan izin poligami telah diajukan oleh yang 
bersangkutan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan 
Nomor 515/ Pdt.G/ 2000/ PA. Wng pada tanggl 20 Juli 2000. 
 Sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan bahwa pada hari 
persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak datang menghadap 
sendiri di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian, 
akan tetapi tidak berhasil, lalu persidangan dilanjutkan dengan membacakan 
surat permohonan dan setelah menambah keterangannya dalam persidangan 
seperti tersimpul di atas, Pemohon tetap pada Permohonannya. 
Datangnya Pemohon dapat memudahkan jalannya proses perkara. Apabila 
pihak Pemohon tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan maka Hakim 
dapat menyatakan bahwa permohonan dinyatakan gugur atau menunda 
persidangan untuk memanggil Pemohon. 
Apabila Termohon yang tidak hadir dalam persidangan maka Hakim dapat 
memutuskan menunda persidangan untuk memanggil Termohon lagi secara 
patut. Apabila Termohon telah dipanggil untuk kedua kalinya atau lebih dan 
tetap tidak hadir, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan verstek, yaitu 
putusan di luar hadirnya pihak Termohon. 
Apabila ternyata Pemohon dan Termohon tidak hadir dalam persidangan, 
maka permohonan dinyatakan gugur. Menurut penulis kehadiran kedua belah 
pihak sangat penting dalam persidangan maka apabila keduanya tidak datang 
untuk memberikan keterangan maka permohonannya dinyatakan gugur. 
 Lebih lanjut dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut ditentukan tata 
cara, alasan-alasan dan syarat-syarat yang harus ditempuh dan dipenuhi oleh 
seorang suami yang akan poligami adalah sebagai berikut: 
1. Tata caranya: 
Seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut 
dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan 
di daerah tempat tinggalnya. 
2. Mempunyai alasan-alasan 
Izin yang diberikan pada seorang suami yang akan beristri lebih dari 
seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, 
istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan 
istri tidak dapat melahirkan keturunan. 
3. Memenihi syarat-syarat 
Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan ini, harus dipenuhi syarat-syarat adanya persetujuan 
dari istri atau istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin 
keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan adanya 
jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak 
mereka. 
 Dalam hal seorang suami telah memperoleh izin dari pengadilan dan 
poligami telah benar-benar dilaksanakan, maka akan timbul dan melekat 
kewajiban baru kepada suami, serta hal-hal yang berkaitan dengan harta 
bersama, maka berlakukanlah isi dari Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan ini; 
1. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada suami isteri dan 
anak-anaknya; 
2. Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama 
yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya 
itu terjadi; 
3. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi 
sejak perkawinannya masing-masing. 
 Selanjutnya proses pemeriksaan terhadap permohonan izin poligami oleh 
pengadilan yang berwenang, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 1975, yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-
Undng Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut.  
  Pasal 42 dijelaskan bahwa pengadilan harus memanggil dan mendengar 
istri yang bersangkutan dan pemeriksaan oleh hakim dilakukan selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta 
lampiran-lampirannya. 
 Ketentuan dalam Pasal 43 apabila cukup alasan bagi Pemohon untuk 
beristeri lebih dari seorang maka pengadilan memberikan putusannya yang 
berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang. 
Dalam memberikan jawaban, pada pokoknya Termohon mengakui dan 
membenarkan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut: 
 
 
 
 
1. Termohon membenarkan alasan Pemohon. 
Alasan tersebut adalah bahwa Pemohon akan beristri lebih dari seorang 
dengan alasan telah berbuat zina hingga hamil 3 bulan dengan perempuan 
bernama PHN binti LHN. Bahwa akibat tersebut, maka Pemohon dituntut 
oleh massa dipaksa untuk menikahinya. 
2. Termohon tidak keberatan untuk dimadu oleh Pemohon dengan PHN. 
Sesuai dengan alasan dari Pemohon maka Termohon mau untuk dimadu 
demi kebaikan semua pihak. 
Bukti-bukti yang diajukan Pemohon untuk menguatkan alasan-alasannya 
adalah:  
1. Keterangan calon istri Pemohon yang memberikan keterangan bahwa yang 
bersangkutan telah lama berkenalan dengan Pemohon dan telah melakukan 
hubungan selayaknya suami istri sehingga mengakibatkan hamil 6 (enam) 
bulan dan tidak keberatan untuk menjadi isteri kedua Pemohon. Menurut 
penulis apabila dari pihak calon istri Pemohon rela untuk dijadikan istri 
kedua dengan segala konsekuensinya maka hal ini merupakan salah satu 
alasan yang kuat Pemohon dalam melakukan Poligami. 
2. Keterangan dari ayah calon isteri Pemohon yang menyatakan tidak 
keberatan anaknya dimadu oleh Pemohon. Menurut pendapat penulis 
seorang gadis yang hamil di luar nikah pasti sangat mempermalukan 
keluarga. Apalagi ternyata yang menghamili adalah seorang lelaki yang 
telah beristri. Orang tua manapun tidak ada yang dengan ikhlas dan rela 
mengijinkan anak gadisnya untuk menjadi isteri kedua. Namun dalam 
kasus ini, ayah dari calon istrei Pemohon menyatakan tidak keberatan 
anaknya dimadu oleh Pemohon, tentu orang tuanya terpaksa memberikan 
izin daripada nantinya anak yang dilahirkan tidak memiliki ayah. 
 
3. Pernyataan lisan di muka Majelis Hakim dari isteri Pemohon bahwa ia 
tidak keberatan untuk dimadu. Menurut penulis, pada umumnya bukan 
merupakan perkara mudah seorang isteri mengetahui suaminya ingin 
melakukan poligami. Apalagi diketahui sang suami telah menghamili 
orang lain. Istri manapun pada umumnya tidak akan rela untuk berbagi 
suami dengan orang lain. Keadaan yang memaksa isteri Pemohon untuk 
merestui suaminya menikah lagi dengan wanita lain. 
4. Pernyataan dari Pemohon di muka Majelis Hakim untuk berlaku adil 
terhadap  istri-istrinya. Menutut penulis, tidak manusia yang sempurna. 
Demikian halnya dengan keadilan yang dilakukan seseorang. Tidak ada 
seorangpun yang benar-benar dapat berlaku adil. Kaitannya dengan 
poligami apabila seorang suami tidak dapat berlaku adil maka jangan 
melakukan poligami. Seorang suami harus bisa menjaga kedamaian dan 
ketentraman dalam rumah tangga. Seorang suami juga harus mampu 
melakukan pembagian seadil mungkin dalam hal nafkah maupun 
kehidupan rumah tangga sehari-hari pada istri-istrinya. 
5. Adanya bukti surart-surat berupa: 
a. Photo copy kutipan Akta Nikah 
b. Photo copy KTP Pemohon 
c. Photo copy KTP Termohon 
d. Surat keterangan Kepala Desa Giriyoso Kecamatan Jatipurno, 
Kabupaten Wonogiri tentang penghasilan Pemohon. 
Setelah adanya bukti-bukti yang diperoleh dari keterangan dan jawaban 
dari para pihak selama persidangan berlangsung, sebelum menjatuhkan 
putusan, Majelis Hakim mendasarkan pada beberapa pertimbangan hukumnya 
sebagai berikut: 
1. Adanya kutipan Akta Nikah, membuktikan antara Pemohon dan Termohon 
terikat perkawinan yang sah. Dapat dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta 
Nikah Nomor: 113/112/1974 yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri pada tanggal 27 
Juni Tahun 1974. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor  9 Tahun 1975 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan ketentuan tentang Akta 
Nikah terdapat dalam  Bab IV  Pasal 12 Akta perkawinan memuat : 
a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan 
tempat kediaman suami-isteri; 
b. Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga 
nama isteri atau suami terdahulu ; 
c. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua 
mereka; 
d. Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan.(5) Undang-
undang; 
e. Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang; 
f.  Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang; 
g. Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang; 
h. Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB bagi 
anggota Angkatan Bersenjata; 
i.   Perjanjian perkawinan apabila ada; 
j.   Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para 
saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam ; 
k. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa 
apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa. 
Pasal 13 
a. Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan 
oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan 
dalam wilayah Kantor pencatatan Perkawinan itu berada. 
b. Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta 
perkawinan. 
2.  Adanya pengakuan Pemohon, Pengakuan Termohon dan keterangan calon 
isteri Pemohon, keterangan penghasilan Pemohon, membuktikan syarat 
izin poligami telah terpenuhi. Selanjutnya Majelis Hakim merujuk pada 
Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan yang berisi:  
Pasal 4 ayat (1)  
Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana 
tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib 
mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. 
Dalam kasus ini Pemohon telah mengajukan permohonannya ke 
Pengadilan Agama Wonogiri. Hal ini telah sesuai dengan tempat tinggal 
Pemohon yang berdomisili di Kecamatan Purwantoro Kabupaten 
Wonogiri. 
Ayat (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) Pasal ini hanya memberikan 
izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: 
a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Dalam kasus 
ini, istri Pemohon dalam keadaan sehat walafiat dan masih mampu 
menjalankan kewajibaannya sebagai seorang istri. 
b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 
Istri Pemohon juga tidak mendapat cacat badan atau penyakit yang 
tidak dapat disembuhkan. 
c. istri tidak dapat melahirkan keturunan. Istri Pemohon tidak mandul dan 
ia dapat melahirkan keturunan yaitu seorang anak bernama Winarti 
yang telah berusia 24 Tahun. 
Pasal 5 
(1). Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus 
dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
a. adanya persetujuan dari isteri/istri-istri.  
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan 
hidup istri-istri dan anak-anak mereka; 
c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan 
anak-anak mereka. 
Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonogiri tersebut 
Nampak dengan jelas bahwa Majelis Hakim dalam mengabulkan putusan 
poligami mendasarkan pada beberapa pertimbangan hukum sebagai berikut: 
1. Pemohon telah membuat perytaan berlaku adil terhadap istri-istrinya di 
muka Majelis Hakim. 
2. Termohon telah membuat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu di muka 
Majelis Hakim. 
3. Pernyataan Pemohon di muka Maajelis Hakim tentang jaminan kemampuan 
terhadap keperluan hidup istri-istri dan anak mereka dan dikuatkan dengan 
surat keterangan dari kepala desa tentang jumlah penghasilan Pemohon 
selaku pemborong. 
Selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim merujuk pada 
Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
Namun demikian, pasal-pasal yang menjadi rujukan Majelis Hakim 
sebagaimana tersebut di atas, tidak semuanya tampak tersurat dalam 
pertimbangan hukumnya. Terutama pada alasan-alasan poligami sebagaimana 
tertuang pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan yang selengkaapnya berbunyi: 
Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan 
beristri lebih dari seorang apabila: 
1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 
Dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa syarat utama 
yang menjadi dasar Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan poligami 
adalah mengacu pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan yaitu syarat adanya persetujuan istri, syarat adil dan syarat 
adanya kemampuan secara materi. Sedangkan syarat-syarat lainnya, Majelis 
Hakim tidak mutlak terikat olehnya. Hal ini tentu setelah Majelis Hakim dapat 
mempertimbangkan secara jeli dan cermat selama proses persidangan 
berlangsung. 
Pada peristiwa-peristiwa tertentu, Hakim memiliki wilayah dan 
kewenangan tertentu untuk mempertimbangkan, memahami dan menggali 
nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. 
Putusan Pengadilan Agama Wonogiri perkara Nomor 
515/Pdt.G/2000/PA.Wng yang amarnya antara lain berbunyi: “Menyatakan 
member ijin kepada Pemohon untuk kawin lagi (poligami) dengan PHN binti 
LHN”. Dasar pertimbangan hakim maupun putusan itu sendiri, penulis ingin 
mencoba untuk mengkajinya dari dua segi. 
1. Memelihara Keturunan 
Sebagaimana diketahui dalam duduk perkara atau peristiwanya yang 
kemudian dijadikan dasar pertimbangan hukum, Majelis Hakim mengangkat 
adanya kehamilan di luar nikah. Kehamilan itu terjadi akibat perbuatan 
Pemohon sendiri, dan calon isteri kedua yang telah diakuinya dan dikuatkan 
oleh ayah calon istri Pemohon serta pernyataan atas persetujuan dari istri 
Pemohon. 
Adanya kehamilan di luar nikah, tentu didahului oleh suatu perbuatan 
asusila yang termasuk dosa besar bagi pelakunya dan perbuatan yang 
dikutuk oleh Islam. Namun ada satu akibat yang sangat fatal dapat menimpa 
dan akan ditanggung deritanya bukan saja oleh wanita asusila pelaku zina 
tersebut di atas, melainkan bagi calon seorang anak yang akan 
dilahirkannya. Tanpa mengetahui dan terlibat dari perbuatan dosa ayah 
biologis dan ibunya, anak yang akan dilahirkan tersebut menjadi tidak jelas 
nasabnya, lahir tanpa memiliki ayah. Keadaan ini tentu tidak adil baginya. 
Penderitaan menanggung malu akan dipikulnya dan satu hal yang lebih fatal 
ia akan kehilangan hak-haknya dari ayah biologisnya untuk memperoleh 
perawatan, pendidikan dan waris karena secara formal tidak memiliki 
pertalian nasab. 
Maka menurut penulis, apa yang ditempuh oleh Majelis Hakim yang 
dalam hal ini memutuskan dengan mengabulkan permohonan izin poligami 
sebagaimana pada perkara tersebut di atas adalah merupakan pertimbangan 
yang sangat manusiawi yang dapat memenuhi rasa keadilan dan putusan 
yang tepat sesuai nili-nilai tujuan dibentuknya hukum Islam. 
Dengan landasan kaidah Islam ini, mengabulkan permohonan 
poligami dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, secara tidak 
langsung telah ada upaya untuk melenyapkan penderitaan dan kesulitan 
yang akan dipikul oleh anak yang kelak dilahirkan. Ada satu harapan 
kebahagian dan kemaslahatan kelak yang akan dilalui anak tersebut bersama 
kedua orang tuanya yang terikat dalam sebuah rumah tangga yang sah 
secara hukum. 
2. Menutup Kemaksiatan 
Sebagaimana tersebut di atas, bahwa salah satu tujuan pembentukan 
perundang-undangan dalam Islam adalah melenyapkan bahaya dan 
kerusakan bagi manusia. 
Perbuatan Pemohon poligami sebagaimana dalam perkara tersebut di 
atas dengan calon istri keduanya yang mengakibatkan kehamilan, adalah 
jelas melanggar tatanan norma hukum terlebih pelanggaran terhadap 
agamanya. Perbuatan maksiat dan merusak ini tidak dapat diteruskan 
berlanjut. 
Maka upaya untuk menutup perbuatan merusak baik bagi dirinya, 
anaknya dan masyarakat pada umumnya adalah upaya yang tepat. Salah satu 
upaya untuk menutup perbuatan aib itu dengan mengabulkan poligami 
dalam keadaan seperti tersebut pada perkara di atas. 
Menurut pendapat penulis sebenarnya putusan hakim Pengadilan 
Agama Wonogiri dalam mengabulkan ijin poligami hanya memenuhi syarat 
yang terdapat dalam syarat-syarat mengajukan permohonan poligami yang 
terdiri dari: 
a) Adanya persetujuan istri-istri yang terdahulu, baik secara lisan maupun 
tertulis. 
b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-
istri dan anak-anak mereka. 
c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan 
anak-anak mereka. 
Persetujuan istri yang terdahulu terdapat dalam surat pernytaan yang 
dbuat sendiri oleh istri Pemohon dengan ditandatangani oleh istri Pemohon 
sendiri dimana dalam surat pernytaan tersebut berbunyi bahwa istri 
Pemohon membuat surat pernytaan tersebut dengan sukarela tanpa adanya 
paksaan dari pihak manapun. Hal ini telah memenuhi syarat poligami yang 
pertama. 
Selanjutnya dalam persidangan pemohon telah diminta hakim untuk 
menunjukan pajak penghasilannya sebagai pemborong sebagai jaminan 
Pemohon dapat memenuhi kehidupan istri-istri dan anak-anak mereka. 
Dalam pajak tersebut diketahui bahwa penghasilan pemohon sebagai 
pemborong adalah sebesar Rp 1.500.000,00. Menurut penulis, penghasilan 
sekian sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup kedua istri dan 
anak-anaknya. Mengingat bahwa Pemohon, Termohon dan Calon Istrinya 
tinggal di daerah yang cukup jauh dari kota dimana biaya hidup sehari-hari 
tentulah tidak sebesar bila hidup di kota. 
Pemohon dalam persidangan juga diminta oleh Majelis Hakim untuk 
berjanji akan dapat berlaku adil pada istri-istri dan anak-anaknya tanpa 
membeda-bedakannya. Persyaratan permohonan poligami yang ketiga telah 
terpenuhi dengan Pemohon mengucapkan janji tersebut. 
Permasalahan timbul pada alasan-alasan pengajuan permohonan 
poligami dimana terdiri dari: 
a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 
b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 
c) Apabila istri tidak memperoleh keturunan. 
Ketiga alasan tersebut tidak terpenuhi oleh Pemohon untuk 
mengajukan permohonan poligami. Istri terdahulu Pemohon atau yang 
disebut sebagai Termohon masih ddapat menjalankan kewajibannya sebagai 
istri. Kewajiban utama seorang istri adalah melayani suaminya. Sedangkan 
Termohon masih dapat melakukan kewajiban-kewajiban melayani 
suaminya. Alasan nomor satu jelas tidak terpenuhi di sini. 
Menurut pandangan Majelis hakim dan berdasarkan pertanyaan yang 
diajukan pada Termohon bahwa Termohon tidak mempunyai cacat badan 
tetap dan tidak mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Alasan 
nomor dua tidak dipenuhi juga disini. 
Alasan nomor tiga juga tidak dapat dipenuhi karena Termohon pada 
kenyataannya dapat melahirkan seorang anak yang pada waktu permohonan 
tersebut diajukan telah berusia 24(duapuluh empat) tahun. 
Sebenarnya apabila hakim hanya melihat dari sisi hukumnya yang 
pasti permohonan tersebut haruslah ditolak. Alasan yang menjadi dasar 
mengajukan poligami tidak dipenuhi dalam kasus ini. Menurut penulis 
dalam kasus ini hakim menggunakan fungsinya yaitu kebebasan hakim 
dalam menemukan hukum berdasarkan keyakinannya dalam menangani 
suatu perkara.  
Penulis berpendapat demikian karena pemberian ijin poligami padahal 
tidak dipenuhi alasan-alasan permohonan poligami yang tepat oleh Majelis 
Hakim adalah untuk kemaslahatan umat dan menghindari kemadharatan. 
Karena Calon Istri Pemohon telah hamil terlebih dahulu sebelum adanya 
ikatan perkawinan yang sah. Hakim mempertimbangkan agar kumpul kebo 
yang dilakukan oleh Pemohon dan Calon Istrinya tidak terjadi terus 
menerus. Kemaksiatan itu harus dihentikan karena termasuk dosa besar. 
Majelis Hakim juga mempertimbangkan jauh kedepan pada anak yang akan 
dilahirkan Calon Istri Pemohon yang tidak memperoleh status ayah yang 
sah secara hukum karena lahir di luar perkawinan yang sah. 
Alasan adanya kehamilan di luar nikah dan pertimbangan status anak 
yang lahir di luar nikah serta adanya tuntutan dari massa agar Pemohon 
mempertanggung jawabkan perbuatannya tidak ada dalam ketentuan alasan 
permohonan poligami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan maupun di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Keputusan Majelis 
Hakim dalam mengabulkan permohonan poligami tersebut berdasarkan 
ketiga pertimbangan di atas adalah temuan hukum dari Majelis Hakim. 
Temuan hukum oleh Majelis Hakim berhubungan dengan fungsi dan 
wewenang hakim menemukan hukum berdasarkan keyakinannya dalam 
suatu perkara. 
Pada akhirnya penulis berpendapat bahwa keputusan Majelis Hakim 
Pengadilan Agama Wonogiri dalam mengabulkan ijin poligami sebenarnya 
adalah untuk kemaslahatan umat dan menghindari kemudharatan. Alasan-
alasan mendasar pengajuan permohonan poligami tidak terpenuhi dalam 
kasus ini namun syarat-syarat mengajukan poligami dapat dipenuhi oleh 
Pemohon.  Menurut ketentuan apabila hakim murni berpedoman pada 
ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan permohonan tersebut haruslah 
ditolak karena alasannya tidak terpenuhi namun dengan dua pertimbangan 
diatas Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan putusan berupa mengabulkan 
ijin poligami dimana Pemohon dapat menikah lagi dengan Calon Istrinya. 
Disini penulis melihat bahwa Majelis Hakim telah menjalankan fungsinya 
serta wewenangnya untuk menemukan hukum baru. 
 
 
 
 
 
 
BAB IV PENUTUP 
A. Simpulan 
Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan yang 
berkaitan dengan apa yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama 
Wonogiri dalam memberikan ijin poligami, maka dapat disimpulkan hal-hal 
sebagai berikut: 
Putusan Majelis Hakim perkara Nomor: 515/ Pdt.G/2000/PA. Wng 
tentang permohonan ijin poligami sebenarnya adalah untuk kemaslahatan umat 
dan menghindari kemudharatan. Alasan-alasan mendasar pengajuan 
permohonan poligami tidak terpenuhi dalam kasus ini namun syarat-syarat 
mengajukan poligami dapat dipenuhi oleh Pemohon. Menurut ketentuan 
apabila hakim murni berpedoman pada ketentuan yang telah diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Perkawinan permohonan tersebut haruslah ditolak karena alasannya tidak 
terpenuhi namun dengan dua pertimbangan diatas Majelis Hakim akhirnya 
menjatuhkan putusan berupa mengabulkan ijin poligami dimana Pemohon 
dapat menikah lagi dengan Calon Istrinya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Saran 
1. Masih diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk menggali dan 
mengkaji peristiwa-peristiwa sosial yang terjadi di masyarakat untuk 
ditentukan hukumnya. Misalnya hak seorang anak yang lahir di luar 
pernikahan yang sah. 
2. Perlu ditingkatkan penyuluhan hukum yang intensif pada semua lapisan 
masyarakat, yang sifatnya tidak hanya merupakan pendidikan hukum 
semata, tetapi lebih ditingkatkan untuk menanamkan rasa kesadaran hukum 
kepada semua lapisan masarakat. 
3. Bantuan dan peran ulama sangat penting dalam memberikan dakwah, 
terutama lebih digalakkan untuk menghayati nilai-nilai agama secara benar. 
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